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ABSTRAK 

 

Surya Rezky Nst (2022) :   Larangan Bekerja Bagi Isteri Sebagai Tindakan 

Penelantaran Rumah Tangga (Analisis Terhadap 

Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt 

Ditinjau Menurut Hukum Islam)”  
 
dilatar belakangi oleh pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang 

berbunyi “Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan 
atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada di bawah kendali orang tersebut.” Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa 
membatasi atau melarang bekerja bagi pasangan suami istri merupakan tindakan 
penelantaran dalam rumah tangga. Padahal pada  dasarnya tidak ada larangan bagi 
istri untuk bekerja selama ia memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam 
hukum Islam.   

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaiman bentuk 
penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang 
PKDRT? (2) Apakah semua bentuk larangan bekerja termasuk tindakan penelantaran 
dalam rumah tangga ? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan 
bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.? Dalam penulisan 
skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 
dengan mengambil sumber data primer dari UU PKDRT, dan bahan sekundernya 
adalah buku-buku penjelasan UU PKDRT, dan literatur lain yang berkenaan dengan 
pembahasan pada masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan content analysis. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, 
menganalisi buku atau litarature yang berhubungan dengan penelitian baik secara 
teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah 
penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian 
hingga mendapat kesimpulan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang KDRT telah membagi dua bentuk penelantaran dalam rumah 
tangga terhadap istri, yaitu tidak menafkahi dan  membuat ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran 
dalam rumah tangga tidak hanya terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri, 
tetapi penelantaran juga dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai. Tidak semua 
bentuk larangan bekerja bagi isteri termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah 
tangga. Larangan bekerja bagi isteri yang termasuk dalam tindak penelantaran dalam 
rumah tangga yaitu isteri dilarang bekerja sementara isteri tersebut tidak diberi 
nafkah dan ditelantarkan yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya 
secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tinjauan hukum Islam 
terhadap Pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu Islam melarang 
segala bentuk tindakan kekerasan dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik ataupun 
penelantaran rumah tangga. Maka tindakan suami yang melarang isterinya bekerja 
secara garis besar dapat dibagi dua,: Pertama, suami melarang isteri bekerja namun 
suami menelantarkannya. Maka tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum 
Islam.. Kedua, apabila suami melarang isteri bekerja dengan alasan yang baik dan 
mereka saling sepakat, kemudian suaminya memenuhi semua kebutuhan isterinya 
atau juga memenuhi hak-haknya, maka hal ini sah-sah saja, tidak termasuk dalam 
kategori penelantaran rumah tangga, secara perundang-undangan tidak melanggar 
dan secara hukum Islam tidak bertentangan.  
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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Rab semestaalam, zat yang menurunkan Al-

Qur‟an kalamnya yang begitu indah dan membawa kemaslahatan bagi hamba-

nya. Saat Al-Qur‟an dibaca, maka menggetarkan hati dan menambah keimanan 

baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan.Sehingga memberikan 

kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini 

dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada 

Progam Studi Ahwal AlSyakhsyiyah di Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda 

Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Bukanlah 

yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau.beserta 

para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa‟at 

di hari kiamat kelak. 

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik 

secara moril maupun materil dari berbagai pihak, sebagai ucapan terima kasih dan 

penghargaan, dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam ta‟zim 

kepada semua pihak, antara lain kepada: 

1. Keluarga besar penulis: Ayahanda tercinta, H. Mustaqim Nasution, 

Ibunda,Hj Dahliana Boru Lubis, serta mertua tersayang Sangkot Nasution 

dan Rasidah Hasibuan yang tiada putus- putusnya mendoakan 
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mengorbankan segenap jiwa dan raga. Beribu motivasi maupun dorongan 

yang tiada terhingga kepada penulis dalam menggarungi perjalanan hidup 

baik berbentuk moril dan materil. Tak lupa pula penulis ucapkan ribuan 

terima kasih buat suami dan juga anak tercinta Kamaluddin Tamusai Nst 

S.H, Malikah Nuwaira Nst selaku alasan utama yang memberikan 

kekuatan untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau 

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari,ah dan Ilmu Hukum 

4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, 

M.Si wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III 

Fakultas Syari,ah dan Ilmu Hukum 

5. Bapak Dr. Wahidin., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga 

penulisan skripsi ini selesai 

6. Teman-teman penulis yang senasib dan sepernanggungan:, Akhi 

Muhammad Yusuf Sabili, S.H, Muhammad Badri,S.H, Tiurma Sari,S.E, 

Eki Febrianti,S.E, Niati Kholisah,S.H, Dan Rafiqah Dewanti Dongoran 

yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka sebagai 

sumber kebijakan Emosional bagi penulis dalam menghadapi berbagai 

problem dan dinamika persoalan ketika menyusun skripsi ini, dan teman-

teman reguler Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kalian semua teman-
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teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan 

bercanda 

7. Pihak perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum perpustakaan utama 

UIN Sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan dan 

menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik 

8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat 

balasan yang layak di sisi Allah SWT. 

Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan membalas dengan balasan 

yang setimpal. Sebagai karia ilmiah penulis tidak menutup mata terhadap 

kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistimatika penulis, serta penulis sangat 

mengharapkan kritikan konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi 

kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi 

penulis sendiri. 
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Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pancasila sehingga 

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan 

dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi. Pembaharuan hukum 

sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, dengan banyaknya kasus 

kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Prembaharuan hukum 

diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai 

dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan 

tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, 

walaupun secara umum didalam Undang-Undang hukum pidana telah diatur 

mengenai penganiayaan, kesusilaan, penelantaran orang yang perlu diberikan 

nafkah dan kehidupan.
1
  

Islam mewajibkan setiap individu untuk berbuat baik kepada semua 

orang baik anak kecil atau dewasa, tua atau muda, bahkan kepada hewan 

Islam menganjurkan untuk tidak berbuat dzalim. Terlebih lagi kepada 

keluarga, terutama kepada istri. Dalam hal hak istri untuk mendapatkan 

perlakuan dan pergaulan yang baik dari suaminya Allah SWT. berfirman: 

surah an-nisa ayat 19 

                                                           
`

1
 Asis Safioedin, Seklumat Persoalan Hukum Perkawina,  (Surabaya: Sinar Wijaya, 

1983), h.21 

 



2 

 

 

                           

                     

                       

    

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali 

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak. 
 

Imam As-Sa‟di mengatakan dalam tafsirnya, hal ini mencakup 

pergaulan dengan perkataan atau perbuatan karna itu suami wajib mencegah 

adanya gangguan, memberikan kebaikan dan ramah dalam bermuamalah.
2
 

Syaikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bawhwa suami wajib 

mempergauli istrinya dengan baik karna itu merupakan hak bagi si istri. Suami 

harus bertutur kata dengan baik dan memberikan nafkah serta tempat tinggal 

yang layak.
3
 

Dari ayat ini bisa dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

bukanlah konsep ajaran Islam. Islam telah mengatur hak dan kewajiban antara 

suami istri agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Dari ayat 

diatas telah dijelaskan seorang suami wajib berbuat baik dalam hal perkataan 

                                                           
2
 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir as-Sa‟di, Penerjemah: Muhammad 

Iqbal, Izzuddin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), Cet. Ke-1, Jil. 2, h. 382  
3
 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. Ke-1, Jil. 2, h. 638  
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kepada istrinya, maka ketika suami melakukan perbuatan yang mengandung 

kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, maka 

perbuatan ini sangat bertentangan dengan konsep ayat diatas. 

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan 

tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga 

dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan 

mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam 

hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dan merupakan 

strafbaar feit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan 

hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah 

tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya 

tampa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi 

tanggungannya.
4
 

Penelantara rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta 

penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar 

kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada isteri, orang tua 

yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh 

orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, 

penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga atau biasa disebut dengan istilah KDRT, yang diatur dalam Undang-

                                                           
4
 Khairullah, Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Negri Kuala Simpang, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, No 1, Januari-

Juni 2017 
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undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT.
5
 

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.
6
 

Upaya perlindungan dari tindakan kekerasan ini dilakukan melalui 

beberapa aspek pendekatan, baik pendekatan sosiologis, maupun pendekatan 

hukum, yang diantara keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi.
7
 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga 

(kekerasan ekonomi). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan 

rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6).
8
 Kekerasan psikis adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Kekerasan seksual adalah 

setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan 

                                                           
5
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=957106&val=14715&title=P

ENELANTARAN%20RUMAH%20TANGGA%20%20Kajian%20Hukum%20dan%20Gender. 

Diakses pada 26 Januari 2021, Pukul 15.30 
6
 Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 

Cet. Ke-1, h. 1 
7
 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam, (Malang: Kelompok Intrans 

Publishing, 2017), Cet. Ke-2, h. 139 
8
 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 4 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=957106&val=14715&title=PENELANTARAN%20RUMAH%20TANGGA%20%20Kajian%20Hukum%20dan%20Gender
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=957106&val=14715&title=PENELANTARAN%20RUMAH%20TANGGA%20%20Kajian%20Hukum%20dan%20Gender
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hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan 

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan 

tertentu.
9
  

Adapun karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) 

di jelaskan dalam pasal 9, bahwa: 

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan 

atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut: 

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut..
10

 

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK 

Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas/kurang, 

tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, ekploitasi kerja, sampai istri 

tidak dipercaya memegang uang.
11

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ayat 1 pada  pasal 9 

sudah sesuai dengan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu 

suami diwajibkan memberikan nafkah (kehidupan, perawatan atau 

                                                           
9
 Ibid., h. 5 

10
 La Jamaa, Hadidjah, Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 2013), h. 74 
11

 Ibid, h.75 



6 

 

 

pemeliharaan) kepada keluarganya sesuai dengan firman
12

 Allah SWT.: surah 

attolaq ayat 7 

                         

                   

 

Artinya:  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan. 

 

 Namun, penulis menemukan keganjilan pada ayat 2, yaitu pada bunyi 

ayat “Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk 

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendali orang tersebut”. 

Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa membatasi atau melarang bekerja bagi 

pasangan suami istri merupakan tindakan penelantaran dalam rumah tangga. 

Padahal pada  dasarnya tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja selama ia 

memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam hukum Islam.   

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang 

                                                           
12

 Imam al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan tentang 

kewajiban suami memberikan nafkah pada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. 

Nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi suami dan juga kebutuhan istri dan anak. 

Lihat Imam al-Qurthubi, al-Jami‟ al-Ahkam al-Qur‟an, (Lebanon: Muassasah Risalah, 2006), Cet. 

Ke-1, Jil. 21, h. 57 
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sama untuk menjadi hamba ideal.
13

 Para pakar hukum islam kontemporer 

dinyatakan bahwa perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu 

membutuhkannya, dan atau dia/keluarganya membutuhkannya, dan selama dia 

dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atar terganggu, merangsang atau 

dirangsang, tetapi istri haruslah pandai-pandai menggabung antara 

kepentingan keluarga dan karir. Jangan sekali-kali melepaskan apa yang telah  

jelas dimiliki, yakni keluarga, demi mengejar karir panjang yang belum jelas 

bagaimana bentuk dan kapan diraih.
14

 

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang 

ingin bekerja diluar rumah, yaitu 

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak 

2. Keluar bersama mahramnya 

3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan 

mereka 

4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.
15

 

Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti 

meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Perempuan juga dapat 

keluar rumah rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak 

ada orang yang dapa mencukupi kebutuhannya atau memberikan nafkah 

kepadanya.
16

 

                                                           
13

 Nasaruddin Umar, Argumen Keretaraan Jender Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Paramadina, 2001), Cet. Ke- 2, h. 248 
14

 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang, Lentera Hati, 2018), Cet. Ke- 1, h. 147 
15

 Syaikh Mutawalli As-Sya‟rawi, Fikih Perempuan (Muslim) Busana Dan Perhiasan, 

Penghormatan, Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke- 3, h. 

141 
16

 Ibid, h. 142 
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Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa, perempuan bekerja 

pada dasarnya boleh. Bahkan, dapat pula merupakan suatu keharusan jika ia 

memerlukannya seperti seorang janda yang tidak layak nikah lagi, tidak punya 

penghasilan dan tidak punya keluarga, maka ia boleh menekuni suatu usaha 

agar tidak meminta-minta.
17

 Boleh jadi, masyarakat juga memerlukan 

pekerjaan perempuan tersebut. Misalnya, untuk menangani pasien perempuan, 

mengajar murid-murid perempuan dan pekerjaan-pekerjaan lain khusus 

perempuan.
18

 

Pada prinsipnya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak 

dan istrinya, tetapi itu bukan berarti istri tidak boleh bekerja dan bekerja sama 

dengan suami dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kenyataan menunjukkan 

bahwa lapangan kerja di tanah air sangat terbatas. Pemerintah dan masyarakat 

tidak mampu menciptakan peluang yang dapat memenuhi kebutuhan semua 

orang. Ini menjadikan sebagian masyarakat terpaksa memasuki lapangan kerja 

yang bisa jadi bukan bidangnya, bahkan menjadi tenaga kerja perempuan di 

luar negri. Keadaan memaksa, suami tidak memperoleh peluang bekerja dan 

istri yang terpaksa bekerja, maka keterpaksaan itu menoleransinya dan, 

dengan demikian, ia tidak dinilai berdosa.
19

 

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, sudah jelas secara 

hukum Islam bahwa perempuan atau istri boleh bekerja dengan beberapa 

persyaratan. Namun dalam pasal 9 ayat 2 dinyatakan bahwa membatasi atau 

                                                           
17

 Yusuf Al-Qardhawi, Perempuan Dalam Pandangan Ialam, (Bandung: Cv Pustaka 

Setia, 1996), Cet. Ke- 10,  h. 168 
18

 Ibid, h. 169 
19

 M.Quraish Shihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui (Tangerang:  

Lentera Hati, 2015), Cet. Ke-6, h. 203 
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melarang bekerja merupakan suatu tindakan penelntaran dalam rumah tangga. 

Artinya seorang suami yang sudah memberikan nafkah yang cukup lalu 

melarang istrinya agar tidak bekerja diluar rumah, maka ini termasuk 

penelantaran dalam rumah tangga.  

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan ini 

dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “LARANGAN BEKERJA 

SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Analisis 

Terhadap Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau 

Menurut Hukum Islam) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 

2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT? 

2. Apakah semua bentuk larangan bekerja termasuk tindakan penelantaran 

dalam rumah tangga? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 

ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bentuk larangan bekerja yang termasuk tindakan 

penelantaran dalam rumah tangga. 

2. Untuk mengetahui bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 

9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam 

pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 

pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  

2. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu 

pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum keluarga. 

3. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam masalah PKDRT. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara 

sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 

berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu 

penelitian. 

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, 

yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga 

pengambilan kesimpulan. 

 

F. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan kepustakaan (library research), yakni suatu 

kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari 

buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya 

dengan ruang lingkup pembahasan.
20

 

                                                           
20

 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), cet. ke-1. h. 184. 
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G. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu bahan yang diambil dari UU PKDRT 

2. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan 

primer, yaitu buku-buku penjelasan UU PKDRT, buku-buku yang 

membahas tentang PKDRT, dan diambil dari kitab-kitab fiqih seperti Fiqh 

al-iIslam Wa Adillatuhu, Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid, dan kitab 

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

3. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dll. 

 

H. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari 

literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan 

dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam 

melakukan analisis. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan content analysis. Yaitu 

dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisi buku atau litarature 

yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun 

keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian 

disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian.
21

 

                                                           
21

 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 

cet. ke-9, h.167 
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J. Metode Penulisan 

1. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum 

dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus. 

2. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 

3. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-

fakta yang ada, kemudian dianalisa. 

 

K. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,  

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian,  metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II :  Dalam bab ini akan diuraikan tentang Sejarah Lahirnya UU 

PKDRT, Tujuan UU PDKRT, Deskripsi UU PKDRT.  

BAB III :  Merupakan tinjauan umum tentang KDRT, yaitu dimulai dari 

defenisi KDRT , Faktor penyebab KDRT, Ruang lingkup KDRT, 

Dampak KDRT, Ketentuan pidana KDRT, Hak dan kewajiban 

suami istri dalam rumah tangga. 

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang bentuk 

larangan bekerja yang termasuk tindakan penelantaran dalam 

rumah tangga, bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut 

pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dan tinjauan 

hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 

23 tahun 2004 tentang PKDRT. 

BAB V :   Penutup dan Saran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

 

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas 

dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau 

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga 

tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan 

pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Negara berpandangan bahwa segala bentuk  kekerasan, terutama kekerasan 

dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi
22

. 

Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 

28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

                                                           
 

22
 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm.25 
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Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan"
23

. 

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus 

dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang 

juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam 

rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat 

ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak 

masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya 

kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga 

sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam 

hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: (a) 

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; (b) Kesetaraan dan keadilan 

gender (c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban. 

Pentingnya keberadaan RUU KUHP dapat dijelaskan dalam prinsip 

hukum yakni berpegang pada adagium lex priori: Hukum atau aturan yang 

baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan lex spesialis derogat 

legigeneralis: "Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum 

atau aturan yang bersifat umum"
24

. 

Dilihat dari latar belakangnya, Rancangan Undang-Undang anti KDRT 

ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang 

                                                           
 

23
 Ibid,. hlm. 32 

24
 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 

hal.23 
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Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. 

Sejauh ini kekerasan hanya secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh 

wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman 

aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa 

KDRT merupakan masalah privat. 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna 

pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan 

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum 

disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara 

maraton antara Dewan dan Pemerintah. 

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-

undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
25

 

Landasan Hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 

1945 pasal 28 g. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang 

terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1981 tentang KUHP, Undag-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan 

                                                           
 

25
 Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 

2004, hal.1 
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konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 

dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
26

 

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, 

ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan 

dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat 

individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. 

Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, 

namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya 

harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban 

merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga. 

 

B. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan 

empat asas, yaitu asas penghormtan hak asasi manusia, keadilan dan 

kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan dari UU 

penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta 

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan 

dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap 

berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan 

                                                           
 

26
 Sri Rejeki Sumaryoto, “Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah 

Tangga”, dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020 
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setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang 

harmonis yang sejahtera.
27

 

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah 

delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana 

kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan 

terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan 

kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana 

yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP. 

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang 

dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah 

tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan 

kepada pelaku lebih berat dari pada yang diatur oleh undang-undang lainnya.
28

 

Tujuan undang-undang KDRT ini bukan semata-mata hanya untuk 

menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-

nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi 

bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan 

dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang 

menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi. 

                                                           
 

27
 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 

2004, hl.m 6 
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 Sri Rejeki Sumaryoto, “Pengesagan Undang-undang Kewkerasan dalam Rumah 

Tangga”, hlm. 2 
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C. Kontribusi UU PKDRT Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia 

Ada sejumlah poin penting di dalam UU Penghapusan KDRT yang 

bisa disebut sebagai terobosan hukum berkaitan dengan upaya 

mengakomodasi kepentingan dan kepastian hukum bagi korban KDRT. Salah 

satu poin krusial pada UU ini yang pantas diacungi jempol sebagai kemajuan 

hukum seputar alat bukti. Jika selama ini, keterangan saksi korban relative 

terabaikan untuk dijadikan petunjuk awal pengusutan kasus KDRT, maka 

ketentuan UU ini ditambah salah satu bukti sudah dianggap memadai sebagai 

dasar hukum untuk menjerat pelaku (terdakwa). Dalam pasal 55 UU 

penghapusan KDRT disebutkan, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, 

keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan, bahwa 

terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
29

 

Agar bisa ditegakkan secara maksimal, ketentuan ini mesti dipahami oleh 

seluruh aparat penegak hukum sehingga pada gilirannya akan dihasilkan 

putusan yang benar-benar berpihak kepada korban KDRT. 

Sebenarnya, siapa saja yang potensial menjadi korban KDRT? Hal ini 

penting, mengingat lingkup rumah tangga lebih luar dari sekedar keluarga 

(suami, istri dan anak). Selain istri dan anak-anak, mereka yang bekerja di 

sebuah keluarga seperti pembantu rumah tangga (PRT) kerapkali menjadi 

korban KDRT. Dengan demikian, PRT pun berhak dilindungi dari tindak 

kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pelaku KDRT sendiri beragam, 

bisa suami/ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, majikan. 

                                                           
29

Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-1, h. 17  
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Secara luas, lingkup rumah tangga sejatinya meliputi : 

a. Pasangan atau mantan pasangan didalamnya maupun di luar perkawinan,  

b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, 

perkawinan, pengasusan, perwalian, adopsi dan hubungan adat atau agama 

c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang 

menetap atau tidak di sebuah rumah tangga, dan  

d. Orang yang masih atau pernah hidup dan atau pernah tinggal bersama.
30

 

Pasangan atau mantan pasangan suami istri idealnya termasuk karena 

dalam prakteknya hubungan perceraian tidak memutuskan relasi hukum 

antara suami disuatu pihak dengan istri dan anak-anak dilain pihak. 

Contohnya, mantan istri dan anak-anak seorang PNS –berdasarkan 

ketentuan PP no.10/43-berhak mendapatkan nafkah secara terus menerus 

(sepertiga gaji suami). Dalam hubungan seperti ini potensi kekerasan 

masih terbuaka luas. Karena masih banya terjadi kasus kekerasan oleh 

mantan suami/ayah terhadap mantan istri dan/atau anak-anaknya. 

Makna kekerasan dalam rumah tangga yang di atur dalam UU ini tidak 

terbatas secara pisik saja tetapi juga secara pisikis, seksual, dan yang 

berdimensi ekonomi. Sekadar gambaran, data dari LBH APIK mennjukkan 

bahwa selama kurun waktu 2003 ada 135 orang dari 320 kasus KDRT adalah 

korban kekerasan ekonomi. Direktur LBH APIK Jakarta, Ratna Batara Munti 

MSi, dalam siaran pers tentang refleksi dan catatan kerja LBH APIK Jakarta 

tahun 2004, yang diterima suara karya tanggal 22 Januari 2005 

                                                           
30
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mengemukakan, bahwa pengalaman penanganan kasus, pengalamn 

perempuan korban dalam menggapai keadilan, serta pengalamn melakukan 

kegiatan perubahan hukum melalui pelaksanaan pengajian, penyebaran 

informasi, advokasi kebijakan dan melakukan pelatihan dan pemberdayaan 

masyarakat menjadi pijakan membuat laporan tahun ini.
31

 

 Berdasarkan proses advokasi hukum dan perempuan di tahun 204, 

menurut Ratna, LBH APIK Jakarta telah menerima 817 pengaduan dengan 

perincian: 410 orang dating secara langsung, 197 orang konsultasi melalui 

telepon, 42 orang konsultasi melalui email, 163 orang konsultasi melalui radio 

dan 5 kasus jemput bola. Disbandingkan tahun lalu, jumlah ini meningkat 

cukup signifikan (tahun 2003, 627 pengaduan). Dari jumlah tersebut tercatat 

389 orang mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya 

(dengan rincian 77 kasus korban kekerasan fisik, 201 kasus korban kekerasan 

fisikis (diantaranya 23 kasus kejahatan perkawinan berupa poligami tanpa 

izin), 104 kasus korban kekerasan ekonomi (penelantaran nafkah) dan 7 kasus 

korban kekerasan seksual/marital rape).  

Dari jumlah tersebut, kasus KDRT meningkat dari 280 kasus menjadi 

389 kasus. Selebihnya adalah 1 kasus menikah beda agama, 1 kasus pejanjian 

perkawinan, 1 kasus perkawinan campuran, 9 kasus ingkar janji, 6 kasus 

menikah di bawah tangan, 11 kasus perdata umum, 3 kasus PRT, 16 kasus 

pidana, 28 kasus kekerasan seksual, 1 kasus perdagangan perempuan 

(trafficking), 1 kasus kekerasan dalam pacaran (dating violence), dan 26 kasus 

perburuhan. 

                                                           
31

 „‟UU Penghapusan KDRT,  



21 

 

 

Dilihat dari sudut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga mengalami peningkatan. Dal hal ini jumlah kasus yang 

didampingi oleh LBH APIK Jakarta sebanyak 99 kasus dengan perincian 20 

kasus di tingkat kepolisian, 2 kasus di tingkat kejaksaan, 8 kasus di tingkat 

pengadilan negri, 3 kasus di tingkat pengadilan agalam, 3 kasus di tingkat 

pengadilan tinggi, 4 kasus di tingkat mahkamah agung. Data tersebut memang 

belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum, angka-angka tersebut di atas 

menjadi indikasi tentang perhatian penegak hukum terhadap korban kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Adanya penegak hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga itu, mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan 

dalam rumah tangga pada daerah-daerah tertentu. Menurut laporan LBH 

Jakarta, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk 2005 mengalami 

penurunan sebanyak 57 kasus. Penurunan tersebut disebabkan karena factor 

kampanye UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) yang begitu massif, yang mengakibatkan pelaku berfikir 

ulang untuk melakukan aksinya.  

Banyaknya data pengaduan kasus KDRT yang tersebar di lembaga-

lembaga yang peduli dengan KDRT juga turut mendukung. Walaupun laporan 

LBH Jakarta tersebut belum menggambarkan realitas sebenarnya dari semua 

kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tanah air. Namun 

demikian setidaknya laporan tersebut menjadi indikasi bahwa keberadaan 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan 

hukum di Indonesia, khususnya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Karena kasus KDRT tergolong delik aduan, dan bukan delik umum, 

maka pengaduan korban tidak akan efektif dsalam penegakan hukum kasus 

KDRT tanpa pertisipasi dan kerjasama yang baik dari aparat penegak hukum, 

terutama pihak kepolisian. Pasal 13 UU PKDRT mengamanatkan, bahwa 

untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat 

melakukan upaya:  

1. Penyedian ruang pelayanan khusus di kantor keposlisian 

2. Penyedian aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing 

rohani 

3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program 

pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan 

4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman 

korban. 

Jadi, keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif 

dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan 

adanya undang-undang ini polisi dapat milindungi korban sekaligus ada 

kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam 

rumah tangga tadinya dipilisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan 
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privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana 

sehingga menjadi urusan publik. 

 

D. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, 

dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan 

dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian 

diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam 

rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap 

orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan 

perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, 

juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana 

penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, 

undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, 

tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing 

rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif 

terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan 

dan kerukunan rumah tangga.
32

 

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima 

puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut: 

                                                           
 

32
Moerti Hardiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis,(Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. . 90 
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1. Bab I dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang 

membahas tentang ketentuan umumyang ada di dalamnya. Penjelasan 

mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni pasal 1 

dan pasal 2. 

2. Asas dan tujuan dari Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan 

pada bab II dalam dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4. 

3. Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan 

kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima 

pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9). 

4. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di jelaskan dalam bab IV 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10. 

5. Bab V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tenang 

kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni 

pasal (11) sampai pasal (15). 

6. Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang 

perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai 

pasal 38. 

7. Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang 

pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 

sampai 45. 

8. Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang 

ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 

sampai pasal 53. 
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9. Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang 

ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55. 

10. Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai 

penutup undang-undang yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
33
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Evi Rinehartuti dkk, undang-undang Republik Indononesia nomor 23 tahun2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia 

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,(Yogyakarta: bening, 2010), hal. 16-39 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan 

yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak 

yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan 

hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
34

 

Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah 

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.
35

 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak 

pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun 

kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam 

rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap 

anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang 

sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam 

rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan 

                                                           
34

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses pada 23 

Oktober 2021. 
35

 Ramadani Yuliani, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Isu Kesehatan Masyarakat 

Secara Global, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, h. 81 
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dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan 

sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak 

negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam 

rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya 

berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.
36

 

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.  

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan 

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, 

penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendali orang tersebut.
37

 

                                                           
36

 Ayu Setianingrum, Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan 

Korban KDRT Khsususnya Anak dan Perempuan, Jurnal Muqoddimah, Vol. 3, No. 1, Februari 

2019 
37

 https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, diakses 

pada 23 Oktober 2021. 
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Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu 

bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk- 

bentuk kekerasan ini dapat diteui dan terkait pada bentuk pembutan pidana 

tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. 

Mula- mula pengertian kekerasan dapat kita jumpain pada pasal 89 kitab 

undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang 

pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”
38

 

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut 

dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk- bentuk 

kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak 

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 

mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal- pasal dalam 

kitab Undang- Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan 

ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat 

berbentuk fisik dan nonfisika (ancaman kekerasan).
39

  

Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah “membuat orang menjadi 

pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” Melakukan kekerasan itu sendiri 

diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tindak kecil 

secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, 

menendang dan sebagainya. Jadi, kekerasan memang sudah merupakan suatu 

gejala sepanjang masa. Sejarah kemanusiaan sangat sarat dengan peristiwa 

yang mennampilkan kekerasan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. 
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Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), Cet. Ke-2, h.58  
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Kenyataan historis ini menunjukkan, bahwa kekerasan merupakan ungkapan 

dari suatu „potensi‟ yang tersimpan pada setiap manusia, yaitu potensi dengan 

„tendensi‟ untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif.
40

 

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri- ciri sebagai berikut 

1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis) 

2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat) 

3. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku 

4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau 

psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.
41

 

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam 

rumah tangga –dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa-

bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan 

terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 2 deklerasi PBB tentang 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa :  

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan 

berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau 

fisikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di 

depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”
42

 

 

Adapun kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang 

ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik 

maupun fsikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan 

pribadi. Dan uraian tersebut daptlah di ketahui bahwa tindakan kekerasan 
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tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). 

Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat 

dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa 

merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung 

menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan 

kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak 

sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang 

berusaha mendiamkan saja menerima kata-kataatau sikaf yang tidak etis.
43

   

 

B. Pengertian rumah tangga  

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupkan 

organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan 

perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak- 

anak.namun diindonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak 

saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau 

istri, saudara kandung/ tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga 

yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu juga tedapat 

pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama- sama didalam 

sebuah rumah ( tinggal satu atap). 

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok 

masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan 

terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan 

pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah 

tangga tanpa perkawinan.  
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Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya 

terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam 

masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang 

lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun 

perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam 

kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran 

orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari 

kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang 

luar.
44

 

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati 

oleh suami dan istri.  Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya 

dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling 

menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat 

antara suami dan itri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya 

komunikasi yang sehat antara keduannya. Di samping itu, karena anak- anak 

dan orang- orang lain (sanak saudara) yang tinggal di rumah tersebut 

mempunyai karakter yang berbeda- beda, maka perlu adanya saling tenggang 

rasa dan saling menghormati.
45

 

 

C. Faktor Penyebab  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Mengenai sumber kekerasan atau mengapa orang melakukan 

kekerasan, Handwerker (1998) membuat sebuah tes hipotesis yang 
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 Mohammad „Azzam Manan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Sosiologis, Jurnal Legislalsi Indonesia, Vol. 5 No. 3 - September 2008 ,h. 10 
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menggambarkan tiga wacana pada akar permasalahan kekerasan dalam rumah 

tangga. Enjelasan tentang konsep kekerasan melalui tiga cara (hipotesa), yang 

menjadi satu- kesatuan, yakni: 

1. Kekerasan secara individu 

2. Keadaan sosial 

3. Hubungan sosial. 

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat 

berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, 

agama dan suku bangsa. Khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga atau 

hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi 

adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke shelter (rumah aman). 

Banyak sekali perempuan sebagai korban namun karena tidak ada yang 

melapor atau menceritakan pada orang lain sehingga tidak diketahui siapa 

korban dari kekerasan tersebut.
46

 

Dalam banyak hal perempuan mengalami dua hal, bahwa ada dua 

macam laki- laki, yaitu “ laki- laki yang baik dan laki- laki yang buruk”. 

Hipotesis “rotten man” ini pada umumnnya menggambarkan struktur kognitif 

dan emosional. Sejumlah bukti menunjukkan kekonsistenan pandangan bahwa 

kekerasan terjadi dalam situasi sosial seperti adanya ancaman, stress, atau 

frustasi. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan tingkat kekerasan 

menjadi tinggi: 
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 Cahyo Edi, Didik Iswahyudi, Kekerasan dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan 

HAM di wilayah Kelurahan Turen, Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang, h. 
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1. Di lingkungan yang memiliki tingkat stress tinggi khususnya di kalangan 

rumah- rumah kelas bawah, yang tidak memiliki pekerjaan stabil sehingga 

kurangnya penghasilan yang didapat untuk menghidupi anggota keluarga; 

di mana laki- laki tidak berhasil memenuhi harapan sosial sebagai pencari 

nafkah utama keluarga 

2. Antara pasangan yang ditandai dengan perbedaan status di mana 

perempuan memiliki pekerjaan atau lebih tinggi tingkat pendidikannya. 

Akan tetapi, jika ada hubungan sosial yang seimbang dan kelakuan yang 

baik perlahan- lahan maka dapat memperkecil tingkat kekerasan tersebut.
47

  

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk 

perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu factor internal dan factor eksternal: 

1. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang 

menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila 

menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. 

Kepribadia yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam 

keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah 

mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab 

anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan 

ligkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai 

kehidupan seuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan 

mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini 
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disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang 

wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak engulang pola kekerasan 

tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini 

berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan 

terhadap istri, suami atau anak-anak. 

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. 

Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat 

melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang 

menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, 

penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja 

atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya, faktor lingkungan lain 

seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan 

agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan 

mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan 

masalah kekerasan dalm keluarganya karena merasa malu pada lingkungan 

sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.
48

 

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab 

terjadinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan 

emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan 

nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun 

lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota 
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keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut 

dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan 

dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini 

dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak 

dapat dikendalikan lagi. perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa 

berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. 

Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan 

bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk 

mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu 

menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan 

kekerasan terhadap anggota keluarga, sekaligus sebagai pelaku kekerasan 

terhadap diri sendiri, dengan cara bunuh diri untuk menghindari 

pertanggungjawaban di muka hukum. Pada umumnya dilakukan dengan 

adanya perencanaan lebih dahulu. 

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan 

emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa adanya 

perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa 

didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di 

depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa 

suatu situasi yang tidak diiginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul 

begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri 

dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang 

bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan 
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dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan 

terhadap anggota keluarga lainnya. (Dedy Fauzi Elhakim, 1991)
49

   

Kaum perempuan sebagai sebagai kelompok sosial sangat rentan 

terhadap tindak diskriminasi, karena kontruksi sosial yang didasarkan pada 

paradigm maskulin. Menurut Surjadi dan Handayani, beberapa faktor pencetus 

terjadinya kekerasan: 

a) Faktor masyarakat:  

1. Kemiskinan, 

2. Urbanisasi yang terjadi disertai kesenjangan pendapatan di antara 

penduduk kota,  

3. Masyarakat keluarga ketergantungan obat, 

4. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas tinggi. 

b) Faktor keluaga:  

1. Adanya anggota keluarga sakit yang membutuhkan bantuan terus-

menerus seperti anak dengan kelainan mental,  

2. Kehidupan keluarga yang kacau saling mencintai dan saling 

menghargai, serta tidak menghargai peran wanita 

3. Kurang ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga 

4. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas. 

c) Faktor Individu: di Amerika Serikat mereka yang mempunyai resiko lebih 

besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah 

1. Wanita yang sigle, bercerai atau ingin bercerai 

2. Berumur 17- 28 tahun 
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3. Ketergantungan obat atau alcohol atau riwayat ketergantungan kedua 

zat itu 

4. Sedang hamil 

5. Dan mempunyai partner dengan sifat memiliki cemburu berlebihan.
50

    

Terdapat  beberapa kecenderungan orang  melakukan dan 

melanggengkan kekerasan, yaitu: 

1. Budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih 

unggul daripada perempuan.  

2. Pandangan dan pelabelan negatif  (stereotip)  yang sangat  merugikan,  

misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah.  

3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, 

misalnya  seperti  nusyuz,  yakni suami boleh memukul istri dengan alasan  

mendidik,  atau  ketika  istri tidak mau melayani  kebutuhan seksual maka 

suami  berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat.  

4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan 

menjadi bagian dari budaya,  keluarga,  negara,  dan praktik  di  

masyarakat,  sehingga menjadi bagian kehidupan.
51

 

Kekerasan dalam rumah tangga jug adapt terjadi karena suami 

dibsarkan dalam keluarga yang tidak beres. Karena orang yang dibesarkan 

dalam keluarga yang tidak beres, akan memiliki kecenderungan untuk 

mengulangi pola- pola yang sudah dipelajari di rumah dalam menjalin 

hubungan dengan orang lain.hal ini terjadi karena kebanyakan orang tua 
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mendidik amak laki- laki dengan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan 

berani serta dilatih untuk merasa berkuasa atas diri sendiri dan orang 

sekelilingnya. Itulah kejantanan harkat dan martabat laki- laki. Jika gagal 

berarti kejantananya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk 

mempergunakan cara apapun, termasuk kekerasan untuk menundukkan 

istrinnya.
52

 

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap 

perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya 

penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang 

selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, 

bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan 

merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan 

berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai 

permasalahan baru dikemudian hari.
53

 

 
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-

bentuk KDRT adalah sebagai berikut :  

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit atau luka berat. 

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
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3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan 

ketergantuangan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang 

orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 

berada di bawah kendali orang tersebut.
54

 

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk- bentuk 

KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini. 

1. Kekerasan Fisik  

a. Pembunuhan  

1) Suami terhadap istri atau sebaliknya 

2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya 

3) Ibu terhadap anak atau sebalikknya (termasuk pembunuhan bayi 

oleh ibu) 

4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya 

5) Anggota keluarga terhadap pembantu 

6) Bentuk campuran selain tersebut di atas. 

b. Penganiayaan 

1) Suami terhadap istri atau sebalikknya 

2) Ayah terhadap anak dan sebalikknya 

3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi 

oleh ibu) 
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4) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya 

5) Anggota keluarga terhadap pembantu 

6) Bentuk campuran selain tersebut diatas. 

c. Perkosaan 

1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan 

anak kandung maupun anak tiri 

2) Suami terhadap adik/ kakak ipar 

3) Kakak terhadap adik 

4) Suami/ anggota keluarga laki- laki terhadap pembantu rumah 

tangga 

5) Bentuk campuran selain tersebut diatas. 

2. Kekrasan nonfisik/Psikis/Emosional, seperti: 

a. Penghinaan 

b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan 

melukai harga diri pihak istri 

c. Melarang istri bergaul 

d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua 

e. Akan menceraikan 

f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain 

3. Kekerasan seksual 

a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya 

b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau 

disetujui oleh istri 
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c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri 

sedang sakit atau menstruasi 

d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya 

4. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga 

a. Tidak memberi nafkah kepada istri 

b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol 

kehidupan istri 

c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai 

oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”
55

 

 

E. Dampak Psikologis Perempuan Korban KDRT 

Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, 

individu lain, bahkan kelompok. KDRT merupakan sebuah perilaku yang 

memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban 

KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya, bahwa terdapat 

beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, psikis, dan 

ekonomi. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis 

terhadap perempuan korban KDRT: 

1. Korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang 

bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, 

sulit tidur, hingga mimpi buruk.  

2. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak 

berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teraturnya 
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pola hidup yang dijalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat 

dan bertindak. Menurunnya tingkat konsentrasi korban, sehingga sering 

melakukan perbuatan ceroboh. Selalu merasa kebinggungan dan mudah 

lupa.  

3. Korban merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Korban menjadi pendiam, enggan untuk ngobrol, sering 

mengurung diri di kamar. Korban sering menyakiti diri sendiri dan 

melakukan percobaan bunuh diri. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim 

cenderung sulit mengendalikan diri. Agresif, menjadi karakter yang 

tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.56 

Selain dampak secara psikologis, tindakan KDRT juga berdampak 

pada banyak hal, diantaranya adalah: 

1. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri 

dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola fikir, emosi dan 

ekonomi keluarga. 

2. Dampak terhadap pola fikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat 

mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara 

jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit 

mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi.  

3. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan 

mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban 

termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi 

penyakit menular. 
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4. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah 

persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja 

tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses 

ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, 

biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta 

ongkos perkara. 

5. Dampak terhadap status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, 

penyalahgunaan / pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), 

kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya 

kepercayaan diri.
57

 

 

F. Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga 

1. Menurut Hukum Islam 

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum 

Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan 

oleh suami istri. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting 

dan berbagi keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai 

tugas yang harus dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniyah, dan kemasyarakatan 

yang harus menjadi tanggung jawabnya.
58

 

a. Nafkah  

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan 

isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya 
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yang menjadi kebutuhan isteri. Dalil diwajibkanya nafkah adalah 

firman Allah berikut ini: 

                        

                          

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS: Al-

Baqarah : 233) 

 

Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

bentuk sebagai berikut: 

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan ruhaniah 

dan jasmaniah. 

2. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang 

dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami 

berkewajiban memberi tempat kediaman. 

3. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

4. Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.
59 

b. Mahar  

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan 

adalah pengakuan terhadapa segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. 

Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan 

oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. 
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Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar dari 

kata asdaqa, masdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). 

Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah 

yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar 

menurut syara‟ adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur 

atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat 

para saksi.
60

 Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah 

termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman 

Allah SWT., dalam surat An-Nisa‟ ayat 4: 

                       

       

Artinya:  “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa‟: 4) 

 

c. Mempergauli isteri dengan baik 

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah 

memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan 

apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat 

hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan 

dihatinya.
61

 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : 
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 

keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara 

patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak. (QS. An-Nisa‟ :19) 

 
d. Berbuat adil  

Keadilan disini mencakup tentang nafkah dan giliran 

(menginap). Barang siapa yang memiliki lebih dari satu orang istri, 

maka menurut jumhur selain Syafi‟i dia harus berlaku adil terhadap 

mereka dan membagi giliran terhadap mereka. Setiap satu orang istri 

diberikan jatah giliran dalam waktu satu hari satu malam, tanpa 

melihat apakah suami orang yang sehat atau sakit, ataupun dikebiri. 

Tanpa melihat juga apakah istri dalam keadaan sehat, sakit, sedang 

haid, sedang masa nifas, sedang ihram, atau perempuan ahli kitab 

dengan tujuan memberikan hiburan.  

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami adalah 

sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran 

kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu 
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ketenangan batinya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan 

maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, 

tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke 

jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, 

yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.
62

 

2. Menurut Perundang-Undangan 

a. Undang-Undang Perkawinan (UU No 1/1994) jo Pelaksanaan UU 

Perkawinan (PP No. 9/1975) 

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam UU Perkawinan 

dalam satu bab yaitu Bab VI Pasal 30 - Pasal 34 yang materinya secara 

esensial telah sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab 

fiqih, diantaranya
63

: 

Pasal 30 

(1) Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.  

 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat.  

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  

 

Pasal 32 

(1)  Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2)  Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 

ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.  

 

Pasal 33 

(1)Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia  dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 

kepada yang lain.  
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Pasal 34 

 

(1)  Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  

(2)  Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
64

 

 

UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah 

nafkah, namun apa yang yang disebutkan oleh para ulama fiqih 

berkenaan dengan nafkah telah terangkum dalam UU Perkawinan yang 

tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri seperti yang telah 

tercantum diatas.  

b. Kompilasi Hukum Islam 

Bagian Ketiga 

Kewajiban Suami 

Pasal 80 

 

(1)  Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 

akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup  berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

(4)  Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : 

a.  nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b.  biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi isteri dan  anak; 

c.  biaya pendididkan bagi anak. 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 

huruf a dan    b di atas  mulai berlaku sesudah ada tamkin 

sempurna dari isterinya. 

(6)  Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 

isteri nusyuz. 
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Bagian Keempat 

Tempat Kediaman 

Pasal 81 

 

(1)  Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 

(2)  Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri 

selama dalam ikatan  perkawinan, atau dalam iddah talak atau 

iddah wafat. 

(3)  Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman 

dan tenteram. Tempat kediaman jugaberfungsi  sebagai tempat 

menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur 

alat-  alat  rumah tangga. 

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya. 

 

Bagian Kelima 

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang 

Pasal 82 

 

(1)  Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban 

memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 

isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga 

yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian 

perkawinan. 

(2)  Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan 

isterinya dalam satu tempat kediaman.
65

 

 

 

G. Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga 

1. Menurut Hukum Islam 

a. Taat pada suami 

Bagi seorang Muslimah yang telah menikah, menjadi sebuah 

kewajiban untuk mentaati seorang suami. Mentaati ini dalam hal-hal 

yang baik, bukan dalam hal-hal yang maksiat. Rasulullah telah 
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menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami ereka, karena hal 

tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah 

menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Beliau juga 

bersabda: Jika wanita sholat lima waktu, berpuasa pada bulanya, 

memelihara farajnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan 

kepadanya: 

المرأة خمسها، وصامت شهرىا، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها،  إذا صلت
 قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت

Artinya: “Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa 

di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati 

suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke 

dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”. (HR. Ath-

Thabrani dan Ahmad) 

 

2. Tidak durhaka kepada suami 

Rasulullah SAW. telah memberi peringatan kepada kaum wanita 

yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau: 

رْأةُ مُهاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها »قالَ: قالَ النَّبُِّ: عَنْ أبِ ىُرَيْ رَةَ، 
َ

إذا باتَتِ الم
لائَِكَةُ حَتّّ تَ رْجِعَ 

َ
 «الم

Artinya:  “Dari Abu Hurairah Ra., dia berkata, “Nabi Saw., bersabda : 

Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya 

pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya dia 

kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). 

 

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang 

memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami 

dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas 

bahwa Rasulullah Saw, bersabda: Aku melihat dalam neraka, 

sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka 
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mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di 

antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “Aku 

tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali” 

3. Memelihara kehormatan dan harta suami  

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang 

kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya 

mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena 

kebenaran atau karena perintah syara‟ maka sang isteri wajib tidak 

menginjakkan diri ke tempat tidurnya. 

4. Berhias untuk suami 

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak 

didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yan terlihat semakin indah akan 

membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya 

dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan 

bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat 

sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa 

cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat 

isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin 

isterinya sebelum berhubungan. 

5. Menurut Perundang-Undangan 

a. Undang-Undang Perkawinan 

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam UU Perkawinan 

dalam satu bab yaitu Bab VI Pasal 30 - Pasal 34: 
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Pasal 30 

(2) Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.  

 

 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat.  

(2)  Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(3)  Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  

 

Pasal 32 

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 

ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.  

 

Pasal 33 

(1) Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia  dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 

kepada yang lain.  

Pasal 34 

(1)  Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  

(2)  Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
66

 

 

b. Kompilasi Hukum Islam 

Bagian Keenam 

Kewajiban Isteri 

Pasal 83 

(1)  Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 

(2)  Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaikbaiknya. 

 

Pasal 84 

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 

(1) kecuali dengan alasan yang sah 
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(2)  Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali 

hal-hal untuk kepentingan anaknya. 

(3)  Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali 

sesuadah isteri nusyuz. 

(4)  Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 

didasarkan atas bukti yang sah.
67
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Penelantaran dalam rumah tangga disebut juga dengan istilah kekerasan 

ekonomi.. Adapun rincian penelantaran dalam rumah tangga antara lain 

tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas/kurang, tidak boleh 

bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai istri tidak 

dipercaya memegang uang. Penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya 

terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri, tetapi penelantaran juga 

dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai. Ketika sudah bercerai, seorang 

ayah tetap bertanggung jawab terhadap anaknya seperti urusan biaya 

pendidikannya. Jika sang ayah tidak mengurus kepentingan anaknya 

sedangkan sang ayah mampu maka hal tersebut dikatakan penelantaran. 

Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan di mana akses 

korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja 

tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, 

atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. 

2. Tidak semua bentuk larangan bekerja bagi isteri termasuk dalam tindak 

penelantaran dalam rumah tangga. Larangan bekerja bagi isteri yang 

termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga yaitu isteri 

dilarang bekerja sementara isteri tersebut tidak diberi nafkah dan 

ditelantarkan yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya 
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secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian 

melarang istri bekerja dengan tujuan mengakibatkan ketergantungan 

ekonomi, sehingga ketika suami tidak ada maka istri tidak bisa mandiri 

memenuhi kebutuhan sendiri. Atau dengan tujuan mengendalikan istri 

sehingga membuka kemungkinan suami bertindak sewenang-wenang.  

Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk 

mengendalikan korban. 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja bagi isteri dalam Pasal 9 

ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu Islam melarang segala 

bentuk tindakan kekerasan dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik 

ataupun kekerasan secara ekonomi yang juga disebut dengan penelantaran 

rumah tangga. Secara hukum Islam, seorang perempuan atau isteri tidak 

wajib untuk bekerja seperti suami, namun perempuan atau isteri tidak 

dilarang untuk bekerja mencari nafkah selagi ia memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditetapkan. Maka tindakan suami yang melarang isterinya 

bekerja secara garis besar dapat dibagi dua,: Pertama, suami melarang 

isteri bekerja namun suami menelantarkannya. Maka tindakan ini sangat 

bertentangan dengan hukum Islam. Karena suami tidak mempergauli isteri 

dengan baik, menelantarkan isteri atau tidak menafkahi isteri. Kedua, 

apabila suami melarang isteri bekerja dengan alasan yang baik dan mereka 

saling sepakat, atau karena ada hal-hal teretentu, kemudian suaminya 

memenuhi semua kebutuhan isterinya atau juga memenuhi hak-haknya, 

maka hal ini sah-sah saja, tidak termasuk dalam kategori penelantaran 
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rumah tangga, secara perundang-undangan tidak melanggar dan secara 

hukum Islam tidak bertentangan.  

 

B. Saran 

1. Kepada pasangan suami isteri hendaknya mempelajari hak dan kewajiban 

dalam keluarga dan saling bermusyawarah jika akan memutuskan suatu 

perkara dalam rumah tangga, agar keputusan tersebut tidak menimbulkan 

konflik yang akan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga.  

2. Hendaknya pasangan suami isteri saling mendukung dalam masalah ini. 

Apabila isterinya memang memiliki bakat, dan isterinya komitmen akan 

menjaga marwah dan kewajibannya, maka hendaknya suami jangan 

melarang isterinya yang ingin bekerja, terlebih lagi jika isterinya memiliki 

pekerjaan yang memang dibutuhkan banyak orang. 

3. Hendaknya pemerintah segera merevisi pasal-pasal dalam UU PKDRT 

yang masih bersifat global seperti pasal 9 ayat 2 agar tidak terjadi multi 

tafsir 
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